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Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pegawai 
Kantor Pelayanan Pajak Di Makassar 
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara) 
 
Effect of Modernization of Tax Administration on Employee Performance in 
Kantor Pelayanan Pajak in Makassar 
( Research at Kantor Pelayanan Pajak Pratama North Makassar ) 
Nur Firdausih Sahudin 
Ratna Ayu Damayanti 
Muallimin  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi administrasi 
perpajakan terhadap kinerja pegawai kantor pelayanan pajak di makassar. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan 
berupa struktur organisasi, business process dan teknologi informasi, 
penyempurnaan manajemen sumber daya, dan pelaksanaan good governance 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jumlah kuesinoner yang disebar adalah 
sebanyak 45 kuesioner. Penelitian menggunakan uji analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi 
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai uji 
koefisien determinasi sebesar 0.567, nilai ini menunjukkan bahwa 56.7 persen 
variasi dalam variabel kinerja dijelaskan oleh variasi dalam variabel modernisasi 
administrasi perpajakan, sisanya sebesar 43.3 persen dijelaskan oleh variabel 
lain.  
  
Kata kunci: struktur organisasi, business process dan teknologi informasi, 
penyempurnaan manajemen sumber daya, pelaksanaan good 
governance, kinerja pegawai.  
 
This research aims to analyze the effect of Modernization of Tax Administration 
on Employee Performance in Kantor Pelayanan Pajak in Makassar. Data used in 
this research were obtained from questionnaires (primary) and several studies 
literature. These result indicate that the variables of modernization of tax 
administration which are organization structure, business process and 
information tecnology, completing resources management, and implementation of 
good governance affect on employee performance. Based on the result of the 
test coefficient of determination result 0.567, this result show that 56.7 percent of 
variation in performance is explained by variation in modernization of tax 
administration, while the rest of 43.3 percent is explained by other variables.  
 
Keywords:  organization structure, business process and information 
technology, completing resources management, implementation of 
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1.1 Latar belakang 
  Kinerja institusi dan pegawai merupakan dua hal yang saling 
membutuhkan. Jika pegawai berhasil membawa kemajuan bagi institusi, 
keuntungan yang diperoleh akan dipetik oleh kedua belah pihak. Bagi pegawai,  
keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi kantor keberhasilan merupakan 
sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kantor.  
  Penilaian kinerja pegawai sebagai pelaku dalam organisasi dengan 
membuat ukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Standar 
penilaian kinerja suatu organisasi harus dapat diproyeksikan ke dalam standar 
kinerja para pegawai sesuai dengan unit kerjanya. Evaluasi kinerja harus 
dilakukan secara terus menerus agar tujuan organisasi dapat tercapai secara 
efektif dan efisien.   
  Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur 
kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa 
didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, capable 
dan berintegritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) dengan program modernisasinya juga senantiasa berupaya menerapkan 
prinsip good governance. Salah satunya adalah dengan cara pembuatan dan 
penegakan kode etik pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan 
larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-





  Setiap pemerintah dilihat dari zaman ke zaman umumnya selalu 
memberlakukan pajak kepada warga negaranya untuk dana pelaksanaan 
kegiatan pemerintah.  Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
  Kesadaran masyarakat terhadap urgensi pajak bagi kelangsungan 
pembangunan merupakan fondasi yang kokoh bagi tegaknya pembangunan itu 
sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang sering muncul dilapangan, baik 
yang bersumber dari masyarakat atau Wajib Pajak, fiskus atau aparatur pajak, 
maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri menunjukkan derajat 
kompleksitas persoalan pajak yang dihadapi oleh bangsa ini. 
  Sejalan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2001 telah 
menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah sebagai 
prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan 
sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan 
yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi (Rahayu, 
2010:117-118). 
 Sadhani dalam Taufik (2015:23) menyatakan bahwa: 
 Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi 
pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara 
komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, 
perangkat keras, dan SDM dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan 
perpajakan yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan 
tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga 
diharapkan dapat mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 
 
  Penerapan sistem administrasi perpajakan modern mencakup aspek-





perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak, fasilitas pelayanan 
yang memanfaatkan teknologi informasi dan kode etik pegawai dalam rangka 
menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan 
nepotisme. 
 Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor 
pajak salah satunya dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan, serta terhadap sistem administrasi 
perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa aspek penting, 
yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan perpajakan. Aspek yang 
pertama dalam hal struktur organisasi. Aspek yang kedua dalam hal sistem dan 
prosedur kerja, serta kelengkapan lainnya yang menyangkut teknologi informasi 
dan sumber daya manusia. Aspek terakhir adalah yang berkaitan dengan 
pelaksanaan good governance, yang sering kali dihubungkan dengan integritas 
pegawai dan institusi. 
 Berdasarkan surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE-84/PJ/2011 
dikatakan bahwa salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
adalah meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan 
dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap 
pelayanan perpajakan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan arahan Presiden Republik 
Indonesia terkait upaya menghentikan segala bentuk kejahatan dan 
penyimpagan serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP).  Salah satu upaya untuk mencapai tingkat kepuasan yang 
tinggi atas pelayanan perpajakan adalah dengan meningkatkan kualitas 





  Reformasi administrasi perpajakan telah digulirkan oleh pemerintah sejak 
diundangkannya undang-undang pajak yang baru tahun 1983 (Undang-Undang 
PPh, Undang-Undang PPN, Undang-Undang KUP) hingga revisi-revisi terakhir 
yang dilakukan terhadap ketiga Undang-Undang tersebut masing-masing tahun 
2008 dan 2009 dimana salah satu tujuan utama dari reformasi tersebut adalah 
untuk tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. Selain itu, reformasi 
baik dari sisi organisasi maupun teknologi informasi tersebut merupakan titik 
balik perubahan sistem official assesment ke sistem self assessment yaitu sistem 
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk 
menentukan sendiri besarnya pajak terhutang (Mardiasmo, 2003:12).  
 Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan 
program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan 
yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program 
modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem 
administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan 
sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh 
adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para 
wajib pajak. Ini sesuai dengan visi Ditjen Pajak, yakni menjadi model pelayanan 
masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen kelas dunia yang 
dipercaya dan dibanggakan.  
 Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk 
perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat 
dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan 
membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Seperti diketahui, 
pada tahun 2015 ini, pemerintah mencoba melakukan reformasi perpajakan.





adalah reformasi teknologi informasi dalam perpajakan yang diharapkan dapat 
meningkatkan kepatuhan sukarela dan menumbuhkan kepercayaan Wajib Pajak 
terhadap administrasi perpajakan serta meningkatkan produktivitas aparat pajak. 
  Teknologi informasi yang canggih merupakan kunci keberhasilan 
pelaksanaan kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu 
pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak. Selain itu, dalam rangka 
merealisasikan modernisasi perpajakan yang lebih baik, DJP harus berusaha 
agar kinerja KPP lebih ditingkatkan lagi. Kinerja KPP dalam mewujudkan 
penerapan sistem modernisasi perpajkan ditunjukkan dengan adanya struktur 
organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak 
melalui pembentukan Account Representative dan complaint center untuk 
menampung keberatan Wajib Pajak. 
  Secara singkat dapat dikatakan bahwa rung lingkup modernisasi meliputi, 
pertama, rekonstruksi organisasi berupa pembagian tugas berdasarkan fungsi 
dimana kantor pusat tidak lagi melaksanakan kegiatan operasional sehingga 
fungsi pengawasan kepada pegawai lebih difokuskan. 
 Kedua, perbaikan business process yaitu adanya built in control system 
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat 
memudahkan dan menigkatkan produktivitas fiskus pajak. Selain itu juga 
mengembangkan manajemen penanganan keluhan maupun menyempurnakan 
manajemen arsip dan pelaporan. 
 Ketiga, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dengan 
melakukan mapping terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui karakteristik 
dari tiap pegawai, sehingga dapat diterapkan konsep ”the right man in the right 
place”. Karyawan yang ditempatkan diposisi yang sesuai dengan keahliannya 





 Keempat, pelaksanaan good governance yaitu penerapan pelayanan 
prima serta pengawasan intensif. Tujuan dari  good governance itu sendiri 
adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi 
perpajakan, serta produktivitas atau kinerja pegawai pajak yang tinggi.  
  Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul 
kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi 
Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem 
Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case 
management system dalam workflow system dengan berbagai modul otomatisasi 
kantor serta berbagai pelayanan berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-
Payment, Taxpayer’s Account, e-Registration, dan e-Counceling. 
 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti (2010) menunjukkan 
bahwa modernisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan karena 
terdapat faktor lain di luar modernisasi perpajakan yang dapat mempengaruhi 
kinerja di KPP Pratama Purwakarta. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian 
yang dilakukan oleh Andriyaningrum (2015) menunjukkan bahwa modernisasi 
administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepuasan kerja fiskus (pegawai 
pajak) pada KPP Pratama Cibeunying Bandung. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modernisasi Administrasi 
Perpajakan terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Makassar” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 





1.  Apakah modernisasi administrasi perpajakan berupa struktur organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak 
di Makassar. 
2.  Apakah modernisasi administrasi perpajakan berupa business process 
dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 
Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. 
3.  Apakah modernisasi administrasi perpajakan berupa penyempurnaan 
manajemen sumber daya berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. 
4.  Apakah modernisasi administrasi perpajakan berupa pelaksanaan good 
governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor 
Pelayanan Pajak di Makassar. 
5.   Apakah modernisasi administrasi perpajakan berupa struktur organisasi, 
business process dan teknlogi informasi, penyempurnaan manajemen 
SDM, serta pelaksanaan good governance berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
  Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah: 
1.  Untuk mengetahui apakah modernisasi administrasi perpajakan berupa 
struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 
Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. 
2.  Untuk mengetahui apakah modernisasi administrasi perpajakan berupa 
business process berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor 





3.  Untuk mengetahui apakah modernisasi administrasi perpajakan berupa 
penyempuranaan manajemen sumber daya berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. 
4.  Untuk mengetahui apakah modernisasi administrasi perpajakan berupa 
pelaksanaan good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. 
5.   Untuk mengetahui apakah modernisasi administrasi perpajakan berupa 
struktur organisasi, business process dan teknlogi informasi, 
penyempurnaan manajemen SDM, serta pelaksanaan good governance 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak 
di Makassar. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1  Kegunaan Teoritis 
1. Untuk memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi, khususnya 
kajian tentang pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap 
kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak. 
2. Untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan sebagai bahan 
referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi yang dapat 
digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 
1.4.2  Kegunaan Praktis 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
1. Instansi yang diteliti 
Bagi instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
manfaat serta masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak mengenai 





aparat pajak khususnya dalam memaksimalkan penggunaan teknologi 
infomasi dalam sistem administrasi perpajakan modern. 
2. Masyarakat umum 
 Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan 
 kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak sehingga dapat 
 meningkatkan penerimaan pajak. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan 
 Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
 Bab ini secara khusus membahas mengenai landasan teori, penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis. 
Bab III Metode Penelitian 
 Bab ini berisi tentang metode atau langkah-langkah apa saja yang 
dilakukan dalam penelitian ini, meliputi rancangan penelitian, tempat dan 
waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 
data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan 
pengukuran variabel, dan analisis data. 
Bab IV Hasil Penelitian 
 Bab ini membahas tentang deskripsi data, hasil uji kualitas data, hasil uji 







Bab V Penutup 
 Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian, keterbatasan 
penelitian, kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang nantinya 






2.1 Landasan Teori (Public Policy Implementation Theory) 
 Teori ini dikemukakan oleh George Charles Edward III pada tahun 1980. 
Edward III dalam Agustino (2008:149) menanamkan model implementasi 
kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. 
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah 
implementasi yaitu: 
1. Struktur Birokrasi 
Menurut Edward III dalam Agustino (2008:153), yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan 
yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur 
birokrasi  tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan 
menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat 
jalannya kebijakan. Selain itu, menurut Edward III, untuk mendongkrak kinerja 
suatu birokrasi atau organisasi diperlukan adanya Standart Operating Procedure 
(SOP) dan  fragmentasi. Dengan adanya SOP akan memungkinkan para 
pegawai untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan, selain itu, dengan diterapkannya fragmentasi maka terdapat 
penyebaran tanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan pegawai diantara 
beberapa unit kerja. 
Teori ini menunjukkan bahwa dalam sebuah organisasi diperlukan suatu 
struktur birokrasi yang kondusif untuk menciptakan sumber daya yang lebih 





kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Teori dari Edward III dapat 
dikaitkan dengan peelitian ini yaitu untuk mendongkrak kinerja suatu organisasi 
diperlukan adanya struktur organisasi dan business process berupa SOP agar 
sumber daya lebih efektif dan terarah. Selain itu, dengan adanya standar serta 
tanggung jawab yang jelas maka akan meningkatkan produktivitas pegawai yang 
berdampak pada peningkatan kinerjanya. 
2. Sumber Daya 
Menurut Edward III dalam Agustino (2008:151), sumber daya merupakan 
salah satu hal penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Terdapat 
beberapa indikator dari sumber daya, yaitu: 
a. Sumber Daya Manusia 
 Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan “sumber daya yang 
paling penting dalam implementasi kebijakan adalah staff”. Kegagalan sering 
terjadi dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi 
atau tidak kompeten dibidangnya.  
b. Sumber Daya Anggaran 
Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan 
yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas (Edward III dalam 
Widodo, 2010:100).  
c. Sumber Daya Kewenangan 
 Pelaku utama suatu kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk 
membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 
Saat pegawai diberi wewenang yang cukup, ia akan tahu keputusan apa yang 







d. Sumber Daya Peralatan 
 Peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk memudahkan dalam 
memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Salah satu bentuk 
fasilitas yang mendukung dalam program modernisasi administrasi perpajakan 
yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi. 
 Sumber daya yang tidak memadai (jumlah, kemampuan maupun sarana) 
berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka 
tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Sehingga  perlu adanya 
manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, 
teori ini dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja, dimana dalam 
meningkatkan kinerja seorang pegawai harus diikuti dengan manajemen SDM 
berupa skill yang memadai serta teknologi (sarana dan prasarana) untuk 
mendukung pekerjaan mereka. 
3. Disposisi atau Sikap 
 Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan 
atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan 
membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen 
yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Hal ini 
dapat dikaitkan dengan proses pencapaian kinerja karyawan, dimana jika 
seorang pegawai memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi mereka akan 
selalu berusaha sebaik mungkin dalam mencapai tujuannya. 
4. Komunikasi 
 Salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 
kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2008:150) adalah komunikasi.  
Ketika suatu organisasi memiliki komunikasi yang baik antar pegawainya, 





yang baik maka tiap pegawai akan mengetahui apa yang harus mereka kerjakan 
sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Saat mereka tahu apa yang 
harus dikerjakan, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan sehingga dapat juga berpengaruh terhadap 
hasil kerja atau kinerja pegawai. 
 
2.2 Tinjauan Konsep  
2.2.1  Definisi Pajak 
  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum Perpajakan: 
 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
  Terdapat macam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh 
para ahli diantaranya adalah: 
a. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) 
 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
b. Menurut Adriani dalam R. Santoso Brotodiharjo (1995:2-6) 
 Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 





adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 
dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
 
2.2.2 Fungsi Pajak 
 Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu: 
a) Fungsi finansial (budgetair) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya (Mardiasmo, 2013:1). 
 Fungsi budgetair disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu 
suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan 
dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku 
(Pohan, 2014:11). 
b) Fungsi mengatur (regulerend) 
 Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 
2013:2). 
 Fungsi regulerend disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu 
suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan 
tertentu (Pohan, 2014:12). 
2.2.3   Sistem Pemungutan Pajak 
 Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjai tiga sistem (Mardiasmo, 
2013: 7-8), yaitu: 
a.  Official Assessment System 
 Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 






b. Self Assessment System 
 Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang teurutang. 
c. With Holding System 
 Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
2.2.4  Asas Pemungutan Pajak 
  Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “An Inquiry Into The 
Nature and Causes of The Wealth of Nations”  yang dikutip oleh Pohan (2014:44) 
menyatakan bahwa  pemungutan pajak hendaklah didasarkan atas empat prinsip 
yang disebut dengan Four Maxims/ Four Canons, yaitu: 
a)  Equality/ Equity 
 Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/ 
subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to 
pay) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/ penghasilan yang 
diterima atau dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. 
b) Certainty 
 Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan 
supaya pajak itu harus jelas bagi semua.  
c) Convenience 
 Dalam pemungutan pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat 
yang menyenangkan/ memudahkan Wajib Pajak. Pada masa sekarang ini 
saat-saat yang baik dan tepat tersebut diwujudkan dengan pemungutan pajak 





pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji, bonus, dividen, bunga 
deposito. 
d) Economy 
 Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor 
pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (Compliance Cost). Bagi wajib 
pajak hendaklan sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut 
pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut. 
2.2.5  Pengelompokan Pajak 
  Di Indonesia, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga (Supramono dan 
Theresia, 2015: 10-11), yaitu: 
a. Menurut golongannya 
 1. Pajak langsung 
 Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada  pihak lain, 
tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.  
 2. Pajak tidak langsung 
 Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. 
b. Menurut sifatnya 
1. Pajak subyektif 
 Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan 
diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan 
keadaan Wajib Pajak). 
 2. Pajak objektif 
 Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib 
Pajak. 
c. Menurut lembaga pemungutnya 





 Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara. 
 2. Pajak daerah 
 Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No.18 
tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 28 tahun 2009. Pajak 
daerah dibedakan menjadi dua, yaitu: 
 a. Pajak provinsi 
 b. Pajak kabupaten/ kota 
 
2.3  Sistem Administrasi Perpajakan Modern 
2.3.1  Pengertian Administrasi  
 Administrasi menurut Dunsire dalam  Arfiana (2008:10) yaitu: 
 Administrasi merupakan arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, 
mengarahkan, pencitaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan 
melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, 
pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan 
kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena 
bidang kerja akademik dan teoritis. 
 
2.3.2  Administrasi Perpajakan 
  Lumbantoruan dalam Rahayu dan Lingga (2009), administrasi perpajakan 
(Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan 
pajak.  
  Menurut Gunadi dalam Taufik (2015), administrasi pajak dikatakan efektif 
apabila mampu mengatasi masalah-masalah: 
1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers) 
2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 
3) Penyelundupan pajak (tax avader) 





  Peran penting administrasi perpajakan menuju pada kondisi terkini, dan 
pengalaman diberbagai negara berkembang. Administrasi perpajakan dituntut 
bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan 
yang efektif (Gunadi, 2004). 
2.3.3 Modernisasi Administrasi Perpajakan 
 Modernisasi administrasi perpajakan menurut Ismawan (2001:81), yaitu: 
  Suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan 
yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu 
perangkat  lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. 
  Menurut Nasucha (2004:37) reformasi administrasi perpajakan adalah 
penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, 
kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.  
 Menurut Rahayu (2009), modernisasi administrasi perpajakan pada 
dasarnya meliputi: 
1. Perubahan Struktur Organisasi 
Struktur organisasi DJP perlu diubah, baik dari level kantor pusat maupun di 
level kantor operasional, yaitu: 
a. Job description Kantor Pusat 
 Struktur Kantor Pusat (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar 
sesuai dengan unit vertikal dibawahnya. Oleh karena itu, KP DJP dibagi menjadi 
direktorat yang menangani day-to-day operation, direktorat yang menangani 
pengembangan/transformasi, direktorat baru untuk menangani penyidikan 
perpajakan dan hubungan masyarakat, kepatuhan internal, dan transfer pricing. 
b. Job description Kantor Operasional 
 Kantor Operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi 





kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya. Struktur 
berbasis fungsi diterapkan pada KPP untuk dapat merealisasikan debirokrasi 
pelayanan, selain itu khusus kantor operasional terdapat posisi Account 
Representative untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak atas kebertana 
dari Kantor Wilayah yang merupakan unit vertikal diatas KPP yang menertibkan 
surat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan. 
2. Penyempurnaan Business Process dengan memanfaatkan Teknologi 
Informasi 
Langkah awal perbaikan business process adalah penulisan dan dokumentasi 
melalui: 
a. Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap kegiatan diseluruh unit 
DJP 
b. Perbaikan business process dilakukan dengan penerapan e-system 
3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia 
Langkah perbaikan dalam bidang SDM yaitu: 
a. DJP melakukan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai DJP guna 
mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas pegawai 
b. Seluruh jabatan harus di evaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya 
ditentukan job grade dari tiap jabatan 
b. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses 
pekerjaan dapat dimanfaatkan sebagai standar penilaian kinerja 
4. Pelaksanaan Good Governance 
Direktorat Jenderal Pajak dengan program modernisasi selalu berupaya 
menerapkan prinsip-prinsip good governance berupa: 





b. Pemerintah telah menyediakan layanan pengaduan yang sifatnya 
independen untuk menangani pelanggaran dibidang perpajakan 
c. Pembentukan complience center dimasing-masing Kanwil modern untuk 
menampung keluhan wajib pajak merupakan bukti DJP untuk meningkatkan 
pelayanan kepada wajib pajak sekaligus pengawasan bagi internal DJP  
2.3.4 Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan 
 Untuk mendukung modernisasi administrasi, perpajakan tidak terlepas 
dari tujuan dan konsep modernisasi administrasi perpajakan itu sendiri. Konsep 
dan tujuan modernisasi menurut Pandiangan (2008:7) adalah sebagai berikut: 
1. Konsep Umum 
 a. Dalam hal restrukturisasi organisai, konsepnya adalah: 
1) Debirokratisasi, 
 2) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan, 
3) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi 
 keberatan, 
4) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola 
dengan KPP, 
5) Adanya “internal audit” dan “change program” unit, dan 
6) Lebih efisien dan “costumer oriented”. 
b. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep: 
1) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi, 
2) Efisiensi dan “costumer oriented”, 
3) Sederhana dan mudah dimengerti, dan 
4) Adanya built-in control. 
2. Tujuan modernisasi perpajakan: 





b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan 
yang tinggi, dan 
c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 
2.3.5 Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan 
 Penerapan suatu sistem jelas memiliki perencanaan jangka panjang dan 
jangka pendek (menengah) demi menguji apakah sistem tersebut efektif dan 
efisien dalam pengimplementasiannya. Rahayu (2010:117-118), mengemukakan 
bahwa program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah 
sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kepatuhan perpajakan  
a. Meningkatkan kepatuhan sukarela  
1) Program kampanye sadar dan peduli pajak  
2) Program pengembangan pelayanan perpajakan  
 b. Memelihara (maintaining) tingkat kepatuhan wajib pajak patuh  
 1) Program pengembangan pelayanan prima  
 2) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan  
c. Menangkal ketidakpatuhan perpajakan (combating non-compliance)  
1) Program merevisi pengenaan sanksi  
2) Program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh  
3) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan  
4) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan  
5) Program penyempurnaan ekstensifikasi  
6) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT 
masterplan  
7) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.  





a. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak  
1) Program merevisi UU KUP  
2) Program penetapan Good Coorporate Governance  
3) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding  
4) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan  
b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi Large Taxpayer Office (LTO) 
 atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar  
1) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada 
LTO.  
2) Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain 
BUMN/BUMD.  
3) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat 
Jenderal Pajak Jakarta Khusus.  
4) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.  
3. Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan.  
 a. Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi  dan 
 kelompok wajib pajak,  
b. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh 
kantor pusat/kanwil Direktorat Jenderal Pajak,  
c.  Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen sumber daya 
 manusia (SDM)  
d. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja  








2.4.1 Pengertian Kinerja 
 Kinerja adalah sebuah aksi, bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri 
dari banyak komponen dan bukan merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat 
itu juga. Pada dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, 
karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam 
mengerjakan tugasnya. Kinerja tergantung pada kombinasi antara kemmapuan, 
usaha, dan kesempatan yang diperoleh. 
  Williams dalam Amirullah (2015:231) mendefinisikan kinerja sebagai 
berikut: 
  Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job 
function or activity during a specified time period. Performance on the job as a 
whole would be equal to the sum (or average) of performance on the critical or 
essential job function. The functions have to do with the work which is performed 
and not with the characteristic of the person performing. 
 
  Selain itu, Prawiro Suntoro dalam Tika (2012:121) mengemukakan 
bahwa: 
  Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang 
dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode 
waktu tertentu. 
 
  Mangkunegara yang dikutip oleh Widodo (2015:131)  menyatakan bahwa 
pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja 
organisasi. Kinerja individu merupakan hasil dari kerja pegawai baik dari segi 
kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, 
sedangkan kinerja organisasi merupakan gabungan dari kinerja individu dan 
kinerja kelompok. Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas 
dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 





Hasil kerja yang dicapai oleh aparatur suatu instansi dalam menjalankan 
tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, 
outcome, benefit, maupun impact dengan  tanggung jawab dapat mempermudah 
arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh 
aparatur dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang 
efektif dan efisien. 
2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
  Menurut Timpe dalam Amirullah (2015:232), faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja yaitu pengaruh internal (pribadi) dan pengaruh eksternal 
(lingkungan). Sebuah kinerja bisa mengalami fluktuasi berdasarkan kondisi dan 
situasi yang turut mempengaruhinya. Kondisi kinerja yang fluktuatif tersebut 
sangat mungkin dipengaruhi oleh berbagai kejadian baik dari sisi internal 
maupun eksternal. 
  Menurut Simanjuntak dalam Widodo (2015:133) kinerja dipengaruhi oleh: 
1. Kualitas dan kemampuan pegawai, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 
pendidikan atau penelitian, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan 
kondisi fisik pegawai. 
2. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja 
(keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal-hal 
yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, jaminan sosial, 
keamanan kerja). 
3. Supra sarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan 
pemerintah dan hubungan industrial manajemen. 
 Selain itu, menurut Mathis dan Jackson (2002) dalam pembahasan 
mengenai masalah kinerja karyawan, maka tidak lepas dari berbagai macam 





1. Faktor kemampuan (ability) 
 Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 
potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill). Artinya, pegawai 
yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk 
jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka 
akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, 
pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 
2. Faktor Motivasi 
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 
situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai 
untuk mencapai tujuan kerja.   
2.4.3 Pengukuran Kinerja 
 Pengukuran kinerja merupakan faktor kunci untuk mengembangkan suatu 
organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program 
yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. 
Pengukuran kinerja individu sangat diperlukan dalam pertumbuhan organisasi 
secara keseluruhan. Selain itu, pengukuran kinerja merupakan sarana 
manajemen untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam 
rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Menurut Mardiasmo, pengukuran kinerja dapat diukur dengan 
berpedoman pada konsep value for money, yaitu: 
1. Efektivitas 
 Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuannya. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. 





efektif organisasi. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) dalam memenuhi 
tujuan yang diharapkan dari sebuah organisasi. 
2. Efisien 
 Efisien berbicara mengenai input dan output. Efisien terkait dengan hubungan 
antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber 
daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Semakin besar 
output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisien suatu 
organisasi. 
3. Ekonomi 
 Ekonomi terkit dengan mauskan (input) primer berupa sumber daya keuangan 
(kas/uang) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur 
dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. 
Sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah. 
 
2.5 Penelitian Terdahulu 
 Penelitian tentang modernisasi administrasi perpajakan yang telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti: 
 Penelitian yang dilakukan oleh Ademarta (2013) tentang pengaruh 
modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan 
Pengusaha Kena Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif 
terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP 
Pratama Padang Solok. 
 Penelitian oleh Andriyaningrum (2015) tentang pengaruh modernisasi 
administrasi perpajakan terhadap kepuasan kerja fiskus (survei pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 





kerja fiskus. Pengaruh yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa dengan 
bertambahnya modernisasi administrasi perpajakan maka akan meningkatkan 
kemampuan dan kinerja fiskus sehingga memberikan kepuasan kerja fiskus. 
  Penelitian yang dilakukan oleh Patsal (2012) mengenai pengaruh sistem 
adminisrasi perpajakan modern tehadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan 
fungsional pada KPP Pratama di wilayah kota Makassar. Temuan dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa variabel sistem adminisrasi perpajakan modern 
berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional. 
  Penelitian yang dilakukan oleh Kartikaputri (2013) tentang pengaruh 
reformasi administrasi perpajakan terhadap kinerja pelayanan perpajakan dan 
kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pelayanan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak di KPP 
Pratama Yogyakarta. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Candra dkk (2013) tentang pengaruh 
modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa struktur organisasi dan kualitas layanan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun fasilitas layanan 
dengan teknologi informasi dan kode etik tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
 Penelitian oleh Maria (2013) tentang modernisasi sistem administrasi 
perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di kantor KPP 
Pratama Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandar 
Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena 





 Penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2015) tentang pengaruh 
modernisasi administrasi perpajakan terhadap penilaian kinerja pegawai pajak 
(studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Bandung. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2015) mengenai pengaruh 
modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja pegawai (survei pada KPP 
Pratama Bandung Tegalega). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan pada modernisasi administrasi perpajakan terhadap 
kinerja pegawai. 
 Penelitian dari Arfiana (2008) tentang korelasi efektifitas penerapan 
teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan kuat antara efektifitas 
penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern 



















Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
Keterangan: 
 = Secara Parsial 
 = Secara Simultan 
2.7 Hipotesis Penelitian  
2.7.1  Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan berupa Struktur 
 Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak 
 Menurut Robins dalam Ademarta (2008), struktur organisasi adalah 
rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja yang efektif dari kegiatan-
kegiatan anggota organisasi. Struktur organisasi mengandung pengertian 
tentang bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan 
dikoordinasikan. Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan 
modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur 
organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat 
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kebijakan sebagai langkah utama. Struktur yang berdasarkan fungsi diterapkan 
pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan 
debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib 
Pajak secara sistematis. 
  Hasil penelitian Susanti (2010) mengatakan bahwa modernisasis 
administrasi perpajakan berupa struktur organisasi dapat membantu aparat pajak 
dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, dengan adanya Account 
Representative akan lebih membantu dalam hal pelayanan, pengawasan dan 
konsultasi terhadap Wajib Pajak. 
 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
H1: Modernisasi administrasi perpajakan berupa struktur organisasi 
 berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai KPP 
2.7.2 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan berupa Business 
 Process dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pegawai  Kantor 
 Pelayanan Pajak 
 Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan business 
process yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, 
perbaikan business process merupakan pilar penting program modernisasi DJP, 
yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi. Diharapkan dengan adanya full automation, akan 
tercipta suatu business process yang efisien dan efektif karena administrasi 
menjadi cepat, mudah, akurat, dan paperless, sehingga dapat menignkatkan 
pelayanan terhadap Wajib Pajak baik dari segi kualitas maupun waktu.  
 Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah penulisan dan dokumentasi 





unit DJP, menerapkan e-system, serta melakukan pengembangan dan 
penyempurnaan sistem administrasi internal di DJP. 
 Hasil penelitian Arfiana (2008) menunjukkan bahwa teknologi informasi 
memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 
menggunakan fasilitas yang telah disediakan seperti e-payment, e-SPT, e-filling, 
dan e-rigistration. Selain itu, proses administrasi dilakukan secara otomatis dan 
online serta sistem perpajakan yang sudah terpasang dengan baik, sehingga 
mampu memberikan pelayanan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga, 
maupun biaya. 
 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
H2: Modernisasi administrasi perpajakan berupa business process dan 
 teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai KPP 
2.7.3 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan berupa 
 Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya terhadap Kinerja 
 Pegawai Kantor Pelayanan Pajak 
 Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen 
Sumber Daya Manusia (SDM). Diharapkan kedepannya DJP dengan sistem 
administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh SDM yang berbasis 
kompetensi dan kinerja. Selain itu, diharapkan pegawai dapat menempati suatu 
jabatan yang sesuai dengan keahliannya, dan sebaliknya suatu jabatan diisi oleh 
pegawai yang sesuai dengan standar kompetensinya. Selain manajemen SDM, 
hal penting lainnya yaitu sumber daya anggaran, peralatan serta kewenangan. 
 Berdasarkan hasil peneitian Priska (2011), menunjukkan bahwa dengan 





kinerja karena para pegawai telah ditempatkan pada posisi sesuai dengan 
keahliannya. 
 Dari penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H3: Modernisasi administrasi perpajakan berupa penyempurnaan 
 manajemen sumber daya berpengaruh positif terhadap  kinerja 
 pegawai KPP 
2.7.4 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan berupa  Pelaksanaan 
Good Governance terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak 
 Dalam sebuah organisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan 
mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan untuk 
meminimalkan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam organisasi. 
DJP berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance salah satunya 
dengan pembuatan dan penegakan kode etik pegawai. Kode Etik pegawai 
adalah aturan atau ketentuan yang mengikat pegawai sebagai landasan ukuran 
tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007 tentang Kode Etik 
Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2010), mengemukakan 
bahwa kode etik yang diterapkan tidak membebani pekerjaan aparat pajak. 
Selain itu, dikemukakan juga bahwa degan adanya penerapan kode etik maka 
dapat memotivasi aparat pajak dalam meningkatkan kinerjanya. 
 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
H4: Modernisasi administrasi perpajakan berupa pelaksanaan Good 






2.7.5 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan berupa Struktur 
Organisasi, Business Process dan Teknologi Informasi, 
Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya, dan Pelaksanaan Good 
Governance 
 Kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 
Penelitian ini mencakup faktor internal dan eksternal  yaitu struktur organisasi, 
business process dantTeknologi informasi, penyempurnaan manajemen Sumber 
Daya, dan pelaksanaan good governance. 
 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Taufik (2015) menemukan 
bahwa modernisasi administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai. Penelitian Gultom (2015) juga mengemukakan bahwa 
modernisasi administrasi perpajakan  secara simultan berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai KPP Madya Bandung.  
 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
H5:  Modernisasi Administrasi Perpajakan berupa struktur organisasi, 
business process dan teknologi informasi, penyempurnaan 
manajemen sumber daya, dan pelaksanaan good governance 









3.1 Rancangan Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 
Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan 
gambaran bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap 
kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak.  
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
 Berdasarkan judul yang akan diteliti yaitu pengaruh modernisasi 
administrasi perpajakan terhadap kinerja kantor pelayanan pajak. Penelitian ini 
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang bertempat di 
Gedung Keuangan Negara I Jalan Urip Sumoharjo KM 4 Makassar, 90232. 
Rencana penelitian ini akan dilakukan kurang lebih satu bulan. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
 Populasi menunjukkan seluruh kelompok orang, kejadian atau sesuatu 
yang menjadi ketertarikan peneliti untuk diinvestigasi. Yang menjadi populasi 
dalam penelitian ini adalah semua pegawai fungsional pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Utara. 
3.3.2 Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota 





beberapa dari elemen populasi, bukan seluruh elemen (Nuryaman dan 
Christina,2015).  Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 





n =  jumlah sampel 
N =  populasi 
e =  persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 
yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1 
(10%). 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara, 
tercatat sebanyak 90 orang karyawan fungsional. Oleh karena itu, jumlah sampel 





n = 47,36 
n = 47 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 47,36 yang dibulatkan menjadi 47 pegawai. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu: 
a.  Data primer  
  Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui 
kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau data hasil wawancara peneliti 





penelitian ini diperoleh langsung dari pegawai pajak (fiskus) pada Kantor 
Pelayanan Pajak di Makassar yang berupa jawaban dari kuesioner.  
b. Data sekunder  
 Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, 
buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya, (Sujarweni,2014:74) . Data 
sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai data pendukung dalam 
penulisan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
artikel, jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta hasil-
hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
 Penelitian Kepustakaan (Library Research) merupakan pengumpulan 
data secara teoritis yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, 
serta merangkum berbagai literatur dan bahan teori lainnya yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
 Penelitian Lapangan (Field Research) merupakan pengumpulan data 
lapangan yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan 
(kuesioner) yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksudkan untuk 










3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1  Variabel Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas 
(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel 
independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel dependen, (Sujarweni,2014:86). 
Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat 
karena adanya variabel bebas, (Sujarweni,2014:86). Adapun variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah modernisasi administrasi perpajakan. Sedangkan 
variabel terikatnya adalah kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Makassar. 
 
3.6.2  Definisi Operasional 
 Definisi operasional untuk masing-masing variabel akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. Variabel Bebas (Independent Variable) 
 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah modernisasi administrasi 
 perpajakan. Dimensi-dimensi variabel ini adalah: 
1) Struktur organisasi 
Struktur organisasi dalam penelitian ini merupakan pendekatan 
modernisasi administrasi yang berusaha untuk mengatasi masalah-
masalah organisasi yang berskala besar, guna mengatasi biropatologi 
dan disfungsi organisasi. Bentuk modernisasi administrasi perpajakan 
dalam hal struktur organisasi yaitu perubahan struktur organisasi 
berbasis fungsi yang diterapkan oleh DJP. Struktur organisasi diukur 
dengan instrumen yang terdiri dari tiga (3) item pernyataan. Skala 





sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = 
sangat setuju. 
2) Business Process dan Teknologi Informasi dan komunikasi 
Business Process dan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam 
penelitian ini adalah dengan adanya penulisan dan dokumentasi 
menggunakan SOP untuk setiap kegiatan, selain itu perbaikan 
business process juga dilakukan dengan menerapkan teknologi 
informasi disetiap pendokumentasian data di DJP. Business Process 
dan Teknologi Informasi dan komunikasi diukur dengan instrumen 
yang terdiri dari lima (5) item pernyataan. Skala pengukuran yang 
digunakan adalah skala Likert lima poin yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 
= tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. 
3) Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya  
Penyempurnaan manajemen sumber daya dalam penelitian ini yaitu 
dimana setiap pegawai dapat menempati suatu jabatan atau posisi 
yang tepat sesuai dengan keahliannya. Penyempurnaan Manajemen 
Sumber Daya diukur dengan instrumen yang terdiri dari tiga (3) item 
pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 
lima poin yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = 
setuju, dan 5 = sangat setuju. 
4) Pelaksanaan Good Governance 
Pelaksanaan Good Governance dalam penelitian ini dikaitkan dengan 
mekanisme pengawasan internal (internal control) dari sebuah 
organisasi. Pengawasan internal (internal control) dalam hal ini yaitu 
penerapan kode etik pegawai untuk meminimalkan terjadinya 





diukur dengan instrumen yang terdiri dari empat (4) item pernyataan. 
Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima poin yaitu 1 
= sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = 
sangat setuju. 
 b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja kantor pelayanan 




3.7 Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel 
 Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. 
Instrumen penelitian untuk mengetahui variabel modernisasi administrasi 
perpajakan diadopsi dari penelitian Patsal (2012), dan untuk variabel kinerja 
diadopsi dari penelitian Susanti (2010). Kuesioner akan diisi atau dijawab oleh 
pegawai pajak (fiskus) Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. Jenis pernyataan 
dalam penelitian ini adalah tertutup dimana responden hanya memberi 
tanda/checklist (√) pada pilihan jawaban yang tersedia. Penelitian ini diukur 
dengan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5 untuk variabel 
modernisasi administrasi perpajakan dan kinerja. Jawaban diberi skor dengan 
menggunakan lima poin skala likert, yaitu: 
 Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 
 Tidak Setuju (TS)  = 2 
 Kurang Setuju (KS)  = 3 
 Setuju (S)   = 4 






3.8 Analisis Data 
 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS 22.0. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan 
analisis kuantitatif.  
3.8.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan 
atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam 
statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-
masing variabel penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan 
yang lebih luas (Sugiyono, 2013:21). 
3.8.2 Uji Kualitas Data 
Komitmen pegukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis 
sangat bergantung pada kualitas data yang yang dipakai dalam pengujian 
tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (reliability) 
dan tingkat keabsahan (validity) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu 
kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya. 
3.8.2.1  Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu 
kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. Kuesioner dikatakan valid jika 
pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2011:72). Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan metode korelasi product moment pearson yang kemudian 





di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Apabila nilai 
korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. 
Jika nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak 
valid dan harus dikeluarkan dari pengujian. 
3.8.2.2  Uji Reliabilitas 
Relibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel yang diteliti (Sunyoto, 2011:67). Pertanyaan 
dalam kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 
adalah konsisten. Uji reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan cronbach`s alpha dengan bantuan software SPSS 20.0. 
Koefisien cronbach`s alpha yang lebih dari nilai r table disebut reliabel. Ada juga 
yang berpendapat reliabel jika cronbach alpha >0,60 (Sunyoto, 2011:68) . Nilai 
cronbach`s alpha yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi 
konsistensi internal reliabilitasnya. 
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 
Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi 
klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. 
Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut. 
3.8.3.1 Uji Normalitas 
Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel 
terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal 
atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2011:84). Uji ini bertujuan untuk menguji 
apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi. Uji 
normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 





analisis grafik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normal probability 
plot. Uji normal probability plot dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill 
mengikuti garis diagonal dan cara ini dianggap lebih handal daripada grafik 
histogram karena cara ini membandingkan data rill dengan data distribusi normal 
(Sunyoto, 2011:89). Sementara untuk uji Kolmogorov-Smirnov dikatakan 
berdistribusi normal jika asymptotic significan data lebih besar daripada 0.05 
(p>0.05) (Sufren, 2013:68). 
3.8.3.2 Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk mencari tahu apakah kesalahan (errors) 
suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya (Sufren, 
2013:108). Model regresi yang baik adalah tidak mengalami autokorelasi. Cara 
untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengalami autokorelasi atau tidak 
dengan mengecek nilai Durbin-Watson (DW). Syarat untuk tidak terjadi 
autokorelasi adalah 1 < DW < 3 (Sufren, 2013:109). 
3.8.3.3 Uji Multikolinieritas 
 Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang 
terdiri dari minimal dua variabel bebas, di mana akan diukur tingkat asosiasi 
(keeratan) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas tersebut melalui 
besaran koefisien korelasi (r). Dalam menentukan terjadinya multikolinieritas 
dapat digunakan cara sebagai berikut. 
a. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0.6. 
b. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 
secara statistik. 






Salah satu cara untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat 
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance harus di antara 
0,0 – 1 atau tidak kurang dari 0,1, sementara untuk VIF nilainya harus lebih 
rendah dari angka 10 (Sufren, 2013:110). Semakin tinggi nilai VIF maka semakin 
rendah tolerance. 
3.8.3.4 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians 
dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika 
residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas 
dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. Hasil yang diharapkan 
terjadi adalah homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot 
titik-titiknya mempunyai pola teratur, baik menyempit, melebar maupun 
bergelombang- gelombang. Sementara homoskedastisitas terjadi jika pada 
scatterplot titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas 
titik orgin (angka nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. 
3.8.4 Uji Hipotesis 
Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang 
sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas 
persoalan. Sebelum diuji, maka suatu data terlebih dahulu harus dikuantitatifkan. 
Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan 
dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data 
yang sedang diuji (Sunyoto, 2011:93). Dalam penelitian analisis yang akan 
digunakan yaitu analisis dengan regresi berganda. Analisis regresi berganda 
digunakan untuk mengukur hubungan atau tingkat asosiasi antara 
variabelvariabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan, persamaannya 





Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε 
Keterangan: 
Y = Kinerja Pegawai  
α = konstanta 
X1 = Struktur Organisasi 
X2 = Business Process 
X3 = Penyempurnaan SDM 
X4 = Penerapan Good Governance 
β1 ......... β4 = koefisien regresi yang akan dihitung 
ε = faktor penganggu atau error term 
 
Pengujian hipotesis menggunakan uji statisitik dan uji Koefisien 
Determinasi (R2). Untuk menguji hipotesis dengan uji statistik mengenai 
pengaruh struktur organisasi, business process, penyempurnaan SDM, dan 
penerapan good governance digunakan dua bentuk pengujian hipotesis yakni 
secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t. 
3.8.4.1  Koefisien Determinasi (R2) 
Uji Koefisien Determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui seberapa 
besar presentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa besar variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel 
dependen. 
3.8.4.2 Uji Parsial (uji t) 
Statistik uji t digunakan untuk menguji secara sendiri-sendiri hubungan 
antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) (Sugiyono, 2013:235). Adapun 
langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai 
berikut. 
a. Ho : β = 0, struktur organisasi, business process, penyempurnaan SDM, dan 
penerapan good governance tidak berpengaruh secara parsial terhadap 





b. Ha : β ≠ 0, struktur organisasi, business process, penyempurnaan SDM, dan 
penerapan good governance berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 
pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. 
Untuk mencari t tabel dihitung dengan df = n-k-1, di mana n adalah 
jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Taraf nyata 5 % dapat dilihat 
dengan menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan 
menggunakan tabel t. Dasar pengambilan keputusan adalah. 
a. Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 
b. Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. 
Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan 
berdasarkan probabilitas. 
a. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 
b. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho diterima 
3.8.4.3 Uji Simultan ( uji f) 
Pengujian ini melibatkan keempat variabel bebas (struktur organisasi, 
business process, penyempurnaan SDM, dan penerapan good governance) 
terhadap variabel terikat (kinerja pegawai) dalam menguji ada tidaknya pengaruh 
secara bersama-sama. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F, 
yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nilai F tabel diperoleh 
dengan perhitungan degree of freedom = n-k-1, di mana n adalah jumlah 
responden dan k adalah jumlah variabel Langkah pengujian secara simultan 
adalah sebagai berikut. 
a. Menentukan Ho dan Ha. 
Ho: β1β2β3β4 = 0 Struktur organisasi, business process, penyempurnaan 
SDM, dan penerapan good governance tidak signifikan atau tidak 
berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan 





Ha: β1β2β3β4 ≠ 0 Struktur organisasi, business process, penyempurnaan 
SDM, dan penerapan good governance berpengaruh secara simultan 
terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. 
b.  Menentukan level of significance (a). 
Pada tabel ANOVA didapat uji F yang menguji semua sub variabel bebas 
yang akan memengaruhi persamaan regresi. Dengan level of significance = 
5 %. 
c. Kriteria pengujian 
Nilai F tabel dapat dilihat dengan menggunakan F tabel. Dasar pengambilan 
keputusan adalah. 
a. Jika F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 
b. Jika F hitung < F tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. 
Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan 
berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan. 
a. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 






5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Modernisasi administrasi perpajakan berupa struktur organisasi berpengaruh 
positif terhadap kinerja pegawai KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan dalam grand theory yang digunakan, dimana 
untuk mendongkrak kinerja suatu organisasi diperlukan adanya struktur 
organisasi dan business process berupa SOP agar sumber daya lebih efektif 
dan terarah. dengan adanya standar serta tanggungjawab yang jelas maka 
akan meningkatkan produktivitas pegawai yang berdampak pada 
peningkatan kinerjanya. 
2. Modernisasi administrasi perpajakan berupa business process dan IT 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai KPP Pratama Makassar Utara. 
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua, dimana dengan adanya 
business process berupa SOP yang jelas memungkinkan para pegawai  
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi maka 
akan memudahkan pegawa dalam melaksanakan tugasnya sehingga akan 
meningkatkan kinerjanya. 
3. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga bahwa modernisasi 
administrasi perpajakan berupa penyempurnaan manajemen sumber daya 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai KPP Pratama Makassar Utara. 
Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang 




lebih mudah mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya maka kinerjanya 
akan lebih baik. 
4. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat bahwa modernisasi 
administrasi perpajakan berupa pelaksanaan good governance berpengaruh 
positif terhadap kinerja pegawai KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance berupa penerapan kode 
etik akan memberikan aturan atau ketentuan yang mengikat kepada pegawai 
sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya. 
Selain itu, dengan memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi serta 
bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka pegawai akan 
berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai tujuannya sehingga akan 
berdampak pada peningkatan kinerjanya. 
5. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap 
kinerja pegawai. Hasil ini sesuai dengan teori yang digunakan yang 
menyatakan bahwa keempat variabel dalam kebijakan publik harus 
dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya 
memiliki hubungan yang erat. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel 
independen yaitu struktur organisasi, business process dan IT, 
penyempurnaan manajemen sumber daya dan pelaksanaan good 
governance memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam masalah 
peningkatan kinerja para pegawai. 
 
5.2 Saran 
 Beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah: 




Penerapan modernisasi admnistrasi perpajakan berupa struktur organisasi, 
business process dan IT, penyempurnaan manajemen sumber daya dan 
pelaksanaan good governance di KPP Pratama Makassar Utara memiliki 
pengaruh yang sangat baik terhadap kinerja pegawainya, sehingga 
sekiranya pelaksanaan modernisasi adminisrasi perpajakan ini dapat 
dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Apabila peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian terkait modernisasi 
admnistrasi perpajakan agar dapat menambah variabel-variabel lain diluar 
variabel ini sehingga dapat memperoleh hasil yang variatif, selain itu 
disarankan juga untuk memperluas sampel untuk mendapatkan keterwakilan 
yang lebih besar dari populasi yang diteliti. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
 Peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak keterbatasan 
diantaranya: 
1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPP Pratama 
yang ada di Indonesia karena ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas 
pada KPP Pratama Makassar Utara saja.  
2. Jumlah responden yang digunakan juga kurang banyak sehingga 
mengurangi tingkat keterwakilan pegawai lain yang tidak menjadi responden 
karena hanya berfokus pada KPP Pratama bukan pada KPP Madya yang 
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kinerja fiskus sehingga 
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fasilitas layanan 
dengan teknologi 







































Pajak (PKP) dengan 
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pegawai pada Kantor 
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penerapan teknologi 
informasi dalam sistem 
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Lampiran 3: KUESIONER 
 
Lampiran : Kuesioner penelitian 
Perihal  : Permohonan bantuan pengisian kuesioner penelitian 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Petugas Pajak 
Di tempat 
 
Dengan hormat,  
 Sehubung dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pegawai 
Kantor Pelayanan Pajak di Makassar”, maka dibutuhkan data penelitian sesuai 
dengan judul tersebut. 
 Identitas peneliti, 
 Nama    : Nur Firdausih Sahudin 
 NIM    : A311 12 113 
 Program studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi 
 Peneliti menyadari bahwa kuesioner ini mengganggu aktivitas Bapak/Ibu, 
namun dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu 
berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mengisi kuesioner ini. 
 Partisipasi Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban akan sangat berarti 
bagi kesuksesan studi ini. Adapun jawaban yang diberikan semata-mata hanya 
untuk kepentingan penelitian dan peneliti akan menjamin kerahasiaan jawaban 
Bapak/Ibu. 
 Atas perhatian serta kerja samanya, peneliti ucapkan terima kasih. 
 
      Hormat saya, 
 
 
Nur Firdausih Sahudin  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 






Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pegawai 
Kantor Pelayanan Pajak di Makassar 
 
Pernyataan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui persepsi fiskus (pegawai 
pajak) mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja 
kantor pelayanan pajak di Makassar. Bapak/ibu dimohon untuk menjawab setiap 
pernyataan serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pernyataan 
hanya boleh memberikan satu jawaban. Jawaban dilakukan dengan memberikan 
tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya.  







Setuju (S) Sangat Setuju 
(SS) 




1) Jenis Kelamin  :  
 a. Laki-laki   b. Perempuan 
2) Usia  : 
3) Pendidikan Terakhir  : 
a. SMA 
b. Diploma   d. Magister (S2) 
c. Sarjana (S1)   e. Lainnya................... 





KUESIONER MENGENAI MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN 
NO PERNYATAAN STS TS KS S SS 
  Struktur Organisasi            
1 Struktur organisasi pada 




fiskus dalam melayani Wajib 
Pajak.           
2 Dengan adanya Account 
Representative, lebih 
membantu Wajib Pajak 
dalam hal pelayanan, 
pengawasan dan konsultasi.           
3 Sudah terdapat pembagian 
tugas dan wewenang yang 
jelas antar bagian dalam 
KPP.           
  Business Process dan Teknologi Informasi       
4 Dengan adanya Standart 
Operating Procedures 
(SOP) yang jelas, maka 
pegawai memiliki pedoman 
yang jelas sehingga 
pekerjaan dapat 
diselesaikan dengan baik. 
     
5 Fasilitas pelayanan dengan 
memanfaatkan Teknologi 
Informasi akan 
memudahkan aparat pajak 
dalam mengolah kewajiban 
perpajakan yang 
disampaikan oleh Wajib 
Pajak.           




disampaikan secara digital 
oleh Wajib Pajak.           
 
7 
Infrastruktur yang ada dalam 
lingkungan sekitar 
mendukung aparat pajak 
dalam meningkatkan 
kualitas pajak.           
8 Sistem administrasi yang 
menggunakan digital dan 
komputerisasi lebih 




aparat yang dulunya 
dilakukan secara manual. 
  Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya     
9 Pegawai ditempatkan pada 
posisi sesuai dengan 
keahliannya (skill).           
10 Peralatan yang digunakan 
untuk mendukung pekerjaan 
dalam memberikan 
pelayanan yang maksimal 
kepada Wajib Pajak sudah 
memadai.           





Administrasi Perpajakan.           
  Pelaksanaan Good Governance         
12 Aparat telah mempunyai 
pengetahuan yang baik 
mengenai kode etik 
pegawai.           
13 Kode etik yang ada sudah 
cukup efektif dalam 
memelihara tata tertib 
petugas pajak.           
14 Kode etik pegawai sudah 
dipatuhi dengan sebaik-
baiknya oleh para petugas 
pajak.           
15 Sudah ada pelaksanaan 
sanksi yang tegas terhadap 
pelanggaran kode etik 






KUESIONER MENGENAI KINERJA KANTOR PAJAK 
NO PERNYATAAN STS TS KS S SS 
  Efektivitas           
1 Dengan adanya perubahan 
paradigma perpajakan 
diharapkan Direktorat 
Jenderal Pajak dapat 
menyaring Wajib Pajak lebih 
banyak.           
2 Kinerja yang telah dicapai 
oleh pegawai pajak sudah 
sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang ingin dicapai.           
3 Dengan adanya 
modernisasi, pengelolaan/ 
pengendalian internal lebih 
efektif dalam sebuah 
organisasi.           
  Efisien           
4 Jabatan aparat pajak saat ini 
sudah sesuai dengan 
pendidikan, kemampuan 
dan pengalaman kerja yang 
dimiliki.           
5 Dalam proses penyusunan 
dan pelaksanaan 
operasional di KPP telah 
memperhatikan kejelasan 
input (biaya yang terserap 
dalam suatu kegiatan).           
  Ekonomi           
6 Setiap pelaksanaan 
pelayanan kepada Wajib 
Pajak ditunjang dengan 
sumber daya (material, 
SDM, waktu dan teknologi) 







Informasi yang semula 
berbasis manual menjadi 
berbasis komputerisasi telah 
sesuai dengan standar yang 





Saran atau komentar Bapak/Ibu mengenai Pengaruh Modernisasi Administrasi 
Perpajakan terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. 






Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu 
dalam mengisi kuesioner secara lengkap dan sesuai 
dengan kondisi yang sebenarnya. 






































Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Kinerja 
1 P SARJANA 4 5 4 13 4 2 4 2 4 16 5 5 4 14 4 5 5 4 18 5 4 4 4 4 2 4 27 
2 L SARJANA 4 4 3 11 3 3 3 3 3 15 5 4 5 14 5 4 5 4 18 5 3 5 4 4 3 3 27 
3 L SARJANA 4 3 3 10 4 2 4 2 4 16 4 5 4 13 5 5 4 5 19 4 4 4 5 4 3 3 27 
4 P SARJANA 4 3 4 11 4 2 4 2 4 16 4 5 4 13 5 5 4 5 19 4 4 4 4 4 2 4 26 
5 P SARJANA 5 4 4 13 4 2 4 2 4 16 5 4 4 13 5 4 5 4 18 5 4 4 4 5 4 4 30 
6 P DIPLOMA 4 4 4 12 4 3 4 3 4 18 4 4 4 12 5 4 5 5 19 4 4 4 5 4 3 4 28 
7 L DIPLOMA 5 3 4 12 4 2 4 2 4 16 5 4 4 13 4 4 4 4 16 5 4 4 4 5 2 4 28 
8 P SARJANA 4 3 4 11 4 2 4 2 4 16 4 4 5 13 4 5 5 4 18 4 4 5 4 4 2 4 27 
9 P DIPLOMA 4 4 5 13 4 2 4 2 4 16 5 4 5 14 5 4 5 5 19 5 4 5 5 4 3 5 31 
10 L SARJANA 4 4 4 12 4 3 4 2 4 17 4 4 4 12 5 5 4 5 19 4 4 4 5 4 3 4 28 
11 L SARJANA 5 3 4 12 4 2 4 2 4 16 5 4 4 13 4 4 4 4 16 5 4 4 4 5 2 4 28 
12 L SARJANA 3 5 4 12 4 2 4 2 4 16 4 5 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 3 4 26 
13 L DIPLOMA 4 4 4 12 4 3 3 3 3 16 4 4 4 12 5 4 4 5 18 4 3 4 5 4 4 4 28 
14 P DIPLOMA 3 5 4 12 4 3 3 3 3 16 4 5 4 13 4 5 5 4 18 4 3 4 4 3 3 4 25 
15 P SARJANA 4 5 4 13 3 2 3 2 3 13 4 5 4 13 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 3 4 26 
16 L SARJANA 4 5 4 13 4 4 4 4 4 20 4 5 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 
17 P DIPLOMA 4 4 4 12 3 2 3 2 3 13 4 4 4 12 4 5 5 4 18 4 3 4 4 4 4 4 27 
18 L DIPLOMA 4 5 4 13 4 4 4 4 4 20 4 5 4 13 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 28 
19 P SARJANA 4 4 5 13 3 3 3 3 3 15 5 4 5 14 5 4 4 4 17 5 3 5 4 4 3 5 29 
20 L SARJANA 4 4 4 12 3 3 3 3 3 15 4 4 4 12 4 4 5 5 18 4 3 4 5 4 3 4 27 
21 L SARJANA 4 4 4 12 4 3 4 2 4 17 4 4 4 12 4 4 4 5 17 4 4 4 5 4 3 4 28 
22 P DIPLOMA 4 4 5 13 5 5 4 4 5 23 5 4 5 14 5 4 4 5 18 5 5 5 5 4 4 5 33 
23 L DIPLOMA 5 4 4 13 4 2 4 2 4 16 4 4 4 12 4 5 4 4 17 4 4 4 4 5 4 4 29 
24 L SARJANA 4 4 4 12 4 2 4 2 4 16 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 3 4 27 







26 L SARJANA 5 5 4 14 4 2 4 2 4 16 5 5 4 14 5 4 4 5 18 5 4 4 5 5 3 4 30 
27 L SARJANA 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 5 13 5 4 4 5 18 4 4 5 5 4 3 4 29 
28 P SARJANA 4 4 4 12 4 3 4 3 4 18 4 4 4 12 4 4 4 5 17 4 4 4 5 4 4 4 29 
29 P SARJANA 4 4 4 12 4 4 4 2 4 18 4 4 4 12 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 3 4 27 
30 P SARJANA 4 5 4 13 4 2 4 2 4 16 4 5 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 
31 P SARJANA 4 5 4 13 5 3 4 2 4 18 4 4 4 12 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 28 
32 L SARJANA 4 5 4 13 4 3 4 2 3 16 4 4 5 13 5 4 4 5 18 4 3 5 5 4 4 4 29 
33 L DIPLOMA 4 5 4 13 4 3 4 2 3 16 4 4 4 12 5 5 4 4 18 4 3 4 4 4 4 4 27 
34 L SARJANA 4 5 5 14 4 4 4 4 4 20 5 4 4 13 5 4 4 5 18 5 4 4 5 4 3 5 30 
35 L SARJANA 4 5 4 13 4 2 4 4 2 16 4 5 4 13 4 4 4 4 16 4 2 4 4 4 4 4 26 
36 L SARJANA 4 4 5 13 4 3 4 3 4 18 5 4 5 14 5 4 4 4 17 5 4 5 4 4 4 5 31 
37 L DIPLOMA 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 5 4 4 13 5 4 4 5 18 5 4 4 5 4 3 4 29 
38 P DIPLOMA 5 4 5 14 5 2 4 2 3 16 4 4 4 12 5 4 4 5 18 4 3 4 5 5 3 5 29 
39 P SARJANA 4 4 5 13 4 2 4 2 4 16 4 5 5 14 5 4 4 4 17 4 4 5 4 4 3 5 29 
40 P SARJANA 4 4 4 12 4 2 4 2 4 16 4 4 4 12 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 3 4 27 
41 P SARJANA 4 4 4 12 4 3 4 3 4 18 5 4 4 13 5 4 4 5 18 5 4 4 5 4 4 4 30 
42 L SARJANA 4 4 4 12 4 3 4 2 4 17 4 4 4 12 4 4 4 5 17 4 4 4 5 4 3 4 28 
43 L SARJANA 5 4 5 14 4 2 4 2 4 16 5 4 5 14 4 4 5 4 17 5 4 5 4 5 4 5 32 
44 P SARJANA 4 4 5 13 4 3 4 2 4 17 4 4 5 13 4 4 4 4 16 4 4 5 4 4 3 5 29 






UJI KUALITAS DATA 
1. Uji Validitas 
Variabel Struktur Organisasi 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 
Struktur 
Organisasi 
X1.1 Pearson Correlation 1 -,329* ,177 ,396** 
Sig. (2-tailed)  ,027 ,244 ,007 
N 45 45 45 45 
X1.2 Pearson Correlation -,329* 1 ,029 ,550** 
Sig. (2-tailed) ,027  ,848 ,000 
N 45 45 45 45 
X1.3 Pearson Correlation ,177 ,029 1 ,694** 
Sig. (2-tailed) ,244 ,848  ,000 
N 45 45 45 45 
Struktur 
Organisasi 
Pearson Correlation ,396** ,550** ,694** 1 
Sig. (2-tailed) ,007 ,000 ,000  
N 45 45 45 45 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Variabel Business Process dan Teknologi Informasi 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
Businees 
Process 
X2.1 Pearson Correlation 1 ,161 ,686** ,005 ,457** ,564** 
Sig. (2-tailed)  ,291 ,000 ,975 ,002 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
X2.2 Pearson Correlation ,161 1 -,014 ,700** ,194 ,801** 
Sig. (2-tailed) ,291  ,928 ,000 ,202 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
X2.3 Pearson Correlation ,686** -,014 1 -,104 ,620** ,482** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,928  ,497 ,000 ,001 
N 45 45 45 45 45 45 
X2.4 Pearson Correlation ,005 ,700** -,104 1 -,064 ,668** 
Sig. (2-tailed) ,975 ,000 ,497  ,675 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
X2.5 Pearson Correlation ,457** ,194 ,620** -,064 1 ,568** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,202 ,000 ,675  ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
Businees 
Process 
Pearson Correlation ,564** ,801** ,482** ,668** ,568** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  
N 45 45 45 45 45 45 





Variabel Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 
Penyempurnaan 
Manajemen SD 
X3.1 Pearson Correlation 1 -,213 ,320* ,693** 
Sig. (2-tailed)  ,160 ,032 ,000 
N 45 45 45 45 
X3.2 Pearson Correlation -,213 1 -,250 ,309* 
Sig. (2-tailed) ,160  ,098 ,039 
N 45 45 45 45 
X3.3 Pearson Correlation ,320* -,250 1 ,645** 
Sig. (2-tailed) ,032 ,098  ,000 




Pearson Correlation ,693** ,309* ,645** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,039 ,000  
N 45 45 45 45 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Variabel Pelaksanaan Good Governance 
Correlations 





1 -,133 -,095 ,424** ,655** 
Sig. (2-tailed)  ,384 ,535 ,004 ,000 
N 45 45 45 45 45 
X4.2 Pearson 
Correlation 
-,133 1 ,131 -,247 ,343* 
Sig. (2-tailed) ,384  ,391 ,102 ,021 
N 45 45 45 45 45 
X4.3 Pearson 
Correlation 
-,095 ,131 1 -,132 ,389** 
Sig. (2-tailed) ,535 ,391  ,386 ,008 
N 45 45 45 45 45 
X4.4 Pearson 
Correlation 
,424** -,247 -,132 1 ,579** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,102 ,386  ,000 







,655** ,343* ,389** ,579** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,021 ,008 ,000  
N 45 45 45 45 45 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Kinerja 
Y1.1 Pearson 
Correlation 
1 ,240 ,320* ,000 ,313* -,073 ,283 ,581** 
Sig. (2-tailed)  ,112 ,032 1,000 ,036 ,634 ,059 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 
Y1.2 Pearson 
Correlation 
,240 1 ,090 ,121 ,138 -,136 ,187 ,480** 
Sig. (2-tailed) ,112  ,558 ,427 ,367 ,374 ,218 ,001 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 
Y1.3 Pearson 
Correlation 
,320* ,090 1 -,082 -,067 ,062 ,463** ,502** 
Sig. (2-tailed) ,032 ,558  ,592 ,663 ,685 ,001 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 
Y1.4 Pearson 
Correlation 
,000 ,121 -,082 1 ,060 ,014 ,036 ,341* 
Sig. (2-tailed) 1,000 ,427 ,592  ,694 ,927 ,813 ,022 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 
Y1.5 Pearson 
Correlation 
,313* ,138 -,067 ,060 1 -,046 ,177 ,436** 
Sig. (2-tailed) ,036 ,367 ,663 ,694  ,766 ,244 ,003 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 
Y1.6 Pearson 
Correlation 
-,073 -,136 ,062 ,014 -,046 1 ,110 ,364* 
Sig. (2-tailed) ,634 ,374 ,685 ,927 ,766  ,471 ,014 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 
Y1.7 Pearson 
Correlation 
,283 ,187 ,463** ,036 ,177 ,110 1 ,659** 
Sig. (2-tailed) ,059 ,218 ,001 ,813 ,244 ,471  ,000 





,581** ,480** ,502** ,341* ,436** ,364* ,659** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,022 ,003 ,014 ,000  
N 45 45 45 45 45 45 45 45 
 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 









2. Uji Reliabilitas Data 
Variabel Struktur Organisasi 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,629 3 
 
Variabel Business Process dan Teknologi Informasi 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,744 5 
 
Variabel Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,635 3 
 
Variabel Pelaksanaan Good Governance 
Reliability Statistics 












Lampiran 6:  
UJI ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas 
 
Uji Kolmogorov-smirnov 




Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,11530494 
Most Extreme Differences Absolute ,104 
Positive ,077 
Negative -,104 
Test Statistic ,104 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 






2. Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,753a ,567 ,523 1,170 1,747 
a. Predictors: (Constant), Struktur Organisasi, Businees Process dan IT,Penyempurnaan SD dan 
Pelaksanaan Good Governance 
b. Dependent Variable: Kinerja 
 





1 Struktur Organisasi ,879 1,138 
Businees Process ,971 1,030 
Penyempurnaan SD ,942 1,061 
Pelaksanaan Good Governance ,921 1,086 
a. Dependent Variable: Kinerja 
 







UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
1.  Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,753a ,567 ,523 1,170 
a. Predictors: (Constant), Struktur Organisasi, Businees Process, 
Penyempurnaan SD, dan Pelaksanaan Good Governance,  
b. Dependent Variable: Kinerja 
 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3,766 5,242  -,718 ,477 
Struktur 
Organisasi 
,968 ,216 ,496 4,472 ,000 
Businees Process ,322 ,096 ,353 3,341 ,002 
Penyempurnaan 
SD 
,588 ,240 ,263 2,450 ,019 
Pelaksanaan Good 
Governance 
,405 ,195 ,225 2,072 ,045 























1 1 4,983 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,009 23,146 ,00 ,03 ,99 ,02 ,01 
3 ,005 32,469 ,00 ,49 ,00 ,00 ,23 
4 ,003 44,019 ,01 ,19 ,01 ,87 ,16 
5 ,001 78,001 ,98 ,29 ,00 ,11 ,60 






3. Uji Simultan (Uji f) 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 71,579 4 17,895 13,078 ,000b 
Residual 
54,732 40 1,368   
Total 
126,311 44    
a. Dependent Variable: Kinerja 
b. Predictors: (Constant), Struktur Organisasi, Businees Process, Penyempurnaan SD, dan 
Pelaksanaan Good Governance, 
 
 
